
 

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 

A. Buku 

Adrian Sutedi. 2015. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan 

Publik. Jakarta: Sinar Grafika.  

Bambang Sunggono. 2012. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: 

Rajawali Pers 

Inu Kencana Syafiie. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik 

Indonesia (SANRI). Jakarta: PT Bumi Aksara. 

J Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Jakarta : PT Rineka 

Cipta.  

Josef Riwu Kaho. 2007. Otonomi Daerah di Negara Republik 

Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

Ni’matul Huda. 2009. Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah 

Perkembangan dan Problematika. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali 

Pers. 

Willy D.S Voll. 2014. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Adminstrasi Negara. 

Jakarta Timur : Sinar Grafika. 

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. Perizinan, Problematika dan Upaya 

Pembenahan. Jakarta: PT. Grasindo.  

Zainuddin Ali. 2013.  Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: 

Rajawali Pers. 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 



 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan 

Gedung. 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.  

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. 

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang 

Susunan Perangkat Daerah Kota Padang. 

Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang 

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat. 

Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin Mendirikan 

Bangunan Kepada Camat. 

Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Kecamatan. 



 

 

Peraturan Walikota Padang Nomor 15A Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, 

dan Tata Kerja Kelurahan. 

C. Website  

https://caridokumen.com/download/evaluasi-implementasi-penerbitan-izin-

mendirikan-bangunan-imb-oleh-dinas-tata-ruang-tata-bangunan-dan-

perumahan-kota-padang-_5a45fb31b7d7bc7b7ae4f9a4_pdf, (diakses pada 

30 April 2018, pukul 21:10) 

 

 

https://caridokumen.com/download/evaluasi-implementasi-penerbitan-izin-mendirikan-bangunan-imb-oleh-dinas-tata-ruang-tata-bangunan-dan-perumahan-kota-padang-_5a45fb31b7d7bc7b7ae4f9a4_pdf
https://caridokumen.com/download/evaluasi-implementasi-penerbitan-izin-mendirikan-bangunan-imb-oleh-dinas-tata-ruang-tata-bangunan-dan-perumahan-kota-padang-_5a45fb31b7d7bc7b7ae4f9a4_pdf
https://caridokumen.com/download/evaluasi-implementasi-penerbitan-izin-mendirikan-bangunan-imb-oleh-dinas-tata-ruang-tata-bangunan-dan-perumahan-kota-padang-_5a45fb31b7d7bc7b7ae4f9a4_pdf

